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SRealisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 tidak memenuhi pokok ketetapan yang
stefah ditetapkan oleh pemerintah kota Pontianak. Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan
‘solgh faktor dari dalam diri manusia yaitu kesadaran wajib pajak dan penghasilan wajib pajak.
cSedangkan faktor dari luar diri manusia yaitu kualitas pelayanan dan sosialisasi. Teknik
‘gpengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan teknik non-probability
~sampling metode purposive sampling dengan kriteria sampel penelitian dan didapatkan
=sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji
greliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan
ouji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Kesimpulan yang diperoleh
§adalah kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh positif
cterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kota Pontianak sedangkan
=kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
~PBB-P2 di kota Pontianak.

Q

gKata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,
®Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

YingaA

Q.

SThe realization of tax revenue from 2017-2019 does not meet the basic provisions set by the
%Pontianak city government. Taxpayer compliance can be caused by factors from within
shumais, namely taxpayer awareness and taxpayer income. While factors from outside the
“humaygzself, namely the quality of service and socialization. The data collection technique
was carried out by distributing questionnaires with non-probability sampling technique
purpasive sampling method with the research sample criteria and obtained a sample of 100
people= The data analysis techniques used are validity test, reliability test, descriptive
statistical analysis, classical assumption test and multiple linear regression analysis and
hypothgsis testing using SPSS version 25 program. The conclusions obtained are taxpayer
awarepess, taxpayer income and socialization. has a positive effect on taxpayer compliance
in paying PBB-P2 in Pontianak City while service quality has no effect on taxpayer
compfiance in paying PBB-P2 in Pontianak City.

Keywprds: Taxpayer Awareness, Taxpayer Income, Service Quality, Socialization, Taxpayer
Comphliance
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PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu mengupayakan berbagai hal untuk
terciptanya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya demi kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat Indonesia itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang sejahtera pemerintah

wengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu dari segi fisik maupun non
ofisik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan menghimpun
‘guang Kas negara secara optimal karena sumber pendapatan terbesar tersebut berasal dari

gpaéj’:lk.

«Q

é < Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
gbaﬂan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
Simbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
ﬁkeqznakmuran rakyat (Abdullah, 2019). Kewajiban dalam perpajakan bukan hanya sekedar
mk@?\arusan namun juga mencakup kesungguhan dan pemahaman dalam membayar pajak itu
csendm Sebagai bentuk perwujudan warga negara Indonesia yang baik maka harus
Jnglaksanakan hak dan kewajibannya dengan langkah nyata yaitu melakukan pembayaran
Spajaknya untuk pembangunan berskala nasional dan pembiayaan negara. Tanpa adanya

e
-

Zinisiatif masyarakat dalam membayar pajak maka roda pemerintahan tidak akan bisa berjalan
Eda;b roda kehidupan masyarakat juga akan menjadi ikut terdampak.

—

c  Pajak yang dikenakan oleh pemerintah memiliki berbagai jenis atau penggolongan.

T

-Penggolongan pajak berdasarkan instansi pemungutannya terbagi atas dua jenis yaitu Pajak
~Negara(Pusat) dan Pajak Daerah (Lokal). Menurut Farouq (2018), pajak negara adalah pajak
-2yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk memenuhi sumber penerimaan negara Indonesia
gdan untuk membiayai belanja rumah tangga dan pembangunan yang berskala nasional.
oSedangkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak
8kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
”berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
xdlgunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-
DUndang Nomor 28 Tahun 2009). Salah satu jenis pajak daerah ini yaitu Pajak Bumi dan
“Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan
3Sektor_Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan yang kemudian disebut PBB-P3 dan
iPaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2.
UPBB P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi milik
=dan Hak seseorang, yang dihimpun oleh pemerintah daerah dan kemudian sebagian hasil
Zpenerithaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan daerah setempat. PBB-P2 untuk
Skota Pontianak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020. Dalam
Erangka penyelenggaraan dan pembangunan oleh pemerintah, PBB-P2 memiliki kedudukan
'sebagal sumber pendapatan potensial yang strategis. PBB-P2 sebagai pajak yang bersifat
fisik @itentukan oleh keadaan yang sebenarnya dari tanah atau bangunan yang dimiliki oleh

wajibzpajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas
Undafag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
wajib=pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemufgut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peratufan perundang-undangan perpajakan. Demi tercapainya pelaksanaan pembangunan
berskala besar/nasional, kecil/daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam
pelaksanaannya wajib pajak sangat dihimbau agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam
membayar pajak secara rutin demi kesejahteraan bersama. Namun, dalam kenyataannya
masiti banyak masyarakat yang lalai dan acuh tak acuh dalam memenuhi kewajibannya
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tersebut. Hal ini menjadi situasi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kepentingan
dengan kewajiban. Semrawutnya permasalahan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh
masihirendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya.

; Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu dapat
smerugikan kedua belah pihak, baik itu dari segi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dari
osegi riasyarakat, akan dikenakan sanksi yang sesuai dan berlaku di undang-undang.
§Sedangkan dari segi pemerintah daerah, target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya
opatla tahun terkait tidak dapat terpenuhi secara optimal. Seluruh lapisan masyarakat tentunya

«Q

Emenginginkan adanya rasa nyaman, rasa aman dan fasilitasi yang memadai dari segala
Ebigang. Keinginan akan kepentingan ini akan tercipta jika PBB-P2 sebagai salah satu sumber
“dana dapat terkumpul. Maka dari itu, wajib pajak dihimbau agar secara sadar dapat patuh
<dalam-membayar PBB-P2. Kepatuhan membayar PBB-P2 dapat didasarkan oleh berbagai

gfa%tor galah satunya adalah kesadaran, penghasilan, kualitas pelayanan dan sosialisasi.

< Kesadaran merupakan unsur utama yang menjadi pendorong manusia dalam melihat,
emgmabami dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran wajib pajak dalam hal
Em@mbayar pajak merupakan pokok utama dalam penerimaan pajak karena tanpa kesadaran
~maka kepatuhan tidak akan ada dan penerimaan pajak tidak akan terkumpul secara optimal
Eseﬁingga kesadaran seringkali menjadi kendala penerimaan pajak di beberapa tempat. Dalam
ghéﬂ PBB-P2, parsial masyarakat beranggapan kalau mereka tidak merasakan benefit dari
Fpembayaran PBB-P2 padahal benefit yang dirasakan dengan adanya pembayaran tersebut
Stidak dapat dirasakan secara langsung, berbeda dengan retribusi yang benefit nya dapat
adirasakan secara langsung, contohnya yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum. Fenomena
Sini dapat mempengaruhi kognisi masyarakat akan esensial PBB-P2. Rendahnya kesadaran
Spajak dapat memicu sikap tidak acuh terhadap peraturan perpajakan yang akhirnya membuat
“wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya (Erawati & Parera, 2017). Berdasarkan hasil
~pra wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah,
Smenyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam
5membayar PBB-P2 adalah kesadaran masyarakat kota Pontianak yang masih rendah. Faktor

ckesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian yang
gdilakukan oleh Ablessy Mumu et al. (2020), yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib
“pajakdgerpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 Kecamatan
3Sonden, Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlina, 2020) juga
=menyimpulkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

2di Kapupaten Kerinci.

n

5 Penghasilan juga merupakan salah satu faktor kendala ketidakpatuhan wajib pajak
cdalams membayar PBB-P2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung lebih
“mementingkan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibandingkan membayar PBB-P2.
Fenomena ini tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan PBB-P2 pada suatu
daerals Berdasarkan hasil pra wawancara yang dilakukan dengan ketua RT dan RW di
Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, menyatakan bahwa faktor lain
yang mienjadi kendala kepatuhan membayar PBB-P2 adalah penghasilan yang dimiliki oleh
masydrakat di kelurahan tersebut. Mereka cenderung memilih membeli kebutuhan sehari-
hari ketimbang membayar PBB-P2 nya dikarenakan mayoritas masyarakat di kelurahan
tersebut tidak tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Eranita et al.
(2017); tingkat pendapatan wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Penelitian yang
dilakgkan olen Martika Cahayani et al. (2018) juga menyatakan bahwa penghasilan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

s neje
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Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (fiskus) dalam menjalankan
tugasnya sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan
pungutan terhadap pajak daerah juga memiliki peranan penting karena merupakan cerminan

_atas kesesuaian antara jumlah pembayaran dengan hasil yang didapat dari adanya pelayanan.
cPeningkatan pelayanan yang dilakukan fiskus juga dapat meningkatkan isu kepercayaan dari
jmasyarakat dalam membayar pajaknya, khususnya PBB-P2 sebagai langkah nyata fiskus
Dkalau tidak adanya distorsi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
Smeningkatkan pelayanan yaitu dengan bertumpu pada peningkatan kualitas pegawai dan
Zpemantaatan kuantitas pegawai pajak secara tepat guna. Menurut Isawati et al. (2016),
Hk@atuhan wajib pajak dapat tercipta apabila dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat
mdélfam pekerjaannya dan membuat wajib pajak merasa nyaman dengan memberikan
mpe?ayanan yang menyenangkan sehingga pembayaran yang mereka lakukan dapat
ﬁménunjang pembangunan. Dengan adanya perbaikan kinerja pelayanan perpajakan,
gp@egakan hukum, intensivitas dan ekstentivitas sosialisasi maka akan ada peningkatan

Q)

ckepatuhan dan pendapatan PBB-P2. Menurut Wenny Desty Febrian et al. (2019), kualitas

opelayafian dibagi menjadi dua yakni yang pertama, metode penyampaian dan mekanisme
Spenyerahan SPPT yang teratur mulai dari kantor dinas, kantor kelurahan sesuai domisili
~wajib pajak lalu kepada Ketua RT dan RW setempat yang kemudian akan menyerahkannya
gk@ada wajib pajak. Yang kedua, penyederhanaan mekanisme pembayaran sehingga ketika
“wajib pajak akan membayar di kelurahan hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak
éterutangnya beserta SPPT PBB-P2 dan jika ingin membayar di bank, wajib pajak akan
sdibante oleh petugas bank. Memperhatikan kerapian penampilan dan kesopanan pegawai
apajak fasilitas pembayaran, kenyamanan wajib pajak dan lokasi pembayaran yang mudah
Uuntuk dijangkau oleh wajib pajak juga merupakan faktor lainnya untuk meningkatkan
“kualitas. pelayanan demi peningkatan kepatuhan. Di kota Pontianak sendiri, pemerintah
Ddaerah telah berupaya meningkatkan pelayanannya dengan melakukan suatu program yaitu
=Jemput Pembayaran PBB dimana petugas pajak yang bersinergi dengan Bank Kalbar akan
Sditugaskan di 29 kelurahan yang ada di kota Pontianak menggunakan mobil kas keliling agar
ogmasyarakat yang punya kewajiban PBB-P2 dapat dengan mudah membayarkannya tanpa
charus datang di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak maupun ATM terdekat.
“Program ini dilakukan agar masyarakat dapat segera membayarkan penunggakan PBB-P2
enya dan menghapus denda sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 dapat semakin mendekati
spokoKaketetapan yang ada. Program yang dilakukan selama satu bulan pada tahun 2016 ini
csendiredikatakan cukup berhasil karena pemerintah daerah memperoleh sebanyak 10.760
§SPPT dan jumlah uang yang didapat sebesar Rp 1.300.000.000,- (www.menpan.go.id,

©2017)Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan

émasalah yang didapat yaitu :

(¢]

-J

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara optimal?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?

3. Apakah penghasilan wajib pajak menjadi faktor penentu wajib pajak terhadap
pembayaran PBB- P2 Kota Pontianak secara efisien?

4. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?

5. Apakah kualitas pelayanan dapat meningkatkan isu kepercayaan masyarakat terhadap
pajak?

6. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?

7. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak akan PBB-P2 di Kota
Pentianak?
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8. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-
P2 di Kota Pontianak?

KAJIAN PUSTAKA

1na-l

eJe

1. Theory of Slippery Slope

. 5 Teori ini dikemukakan oleh Kirchler et al. (2008: 212-213) yang mengatakan
o bahwa slippery slope framework terdiri atas tiga dimensi yaitu power of the authorities
o (kekuasaan otoritas), trust in authorities (kepercayaan terhadap otoritas) dan tax
= compliance (kepatuhan pajak). Jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah maka
© kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas akan lemah, seperti wajib pajak akan
~ mémaksimalkan penghasilannya dengan penghindaran pajak sehingga kepatuhan pajak

akgn ikut rendah.

ni

N

buepun-buepun 1bunpu

Pajak
a.c Pengertian Pajak
3 Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap wajib pajak serta tidak
. mendapatkan imbalan secara langsung, namun berperan dalam belanja rutin negara
dan pembangunan berskala kecil dan besar.
b.2 Fungsi Pajak
2 Menurut Farouq (2018: 139), fungsi pajak yang melekat pada pajak umumnya
= dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair atau dapat disebut fungsi anggaran, yaitu memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara.
2) Fungsi Regulerend
Fungsi regulerend atau dapat disebut juga fungsi mengaturm yaitu sebagai alat
mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan
= hukum dengan tujuan tertentu.
¢ Asas Pengenaan Pajak
& Menurut Susyanti & Dahlan (2015: 5), asas pemungutan pajak dibedakan
- Mmenjadi tiga, yakni:
1) Asas Domisili
" Pajak dibebankan pada seseorang yang tinggal dan berada di wilayah dalam
suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau atas suatu objek yang dimiliki
oleh wajib pajak.
2) Asas Sumber
Pajak yang dibebankan berdasarkan sumber atau asal objek pajaknya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3) Asas Kebangsaan
Pajak yang dibebankan atas status kewarganegaraan seseorang seningga
perlakukan pajak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing akan
=~ dibedakan.

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwiniuedusw edue) 1ul siN eAley yndnias neie ueibeqas dinnbuaw Hu
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d. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemugutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu, Official

Assessment System, Semi Self Assessment System, Full Self Assessment Sytstem dan
With Holding System. Namun, setelah adanya reformasi pajak pada tahun 1983
sampai sekarang, sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga.
Menurut Rahayu (2017: 110), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut meliputi:
1) Self Assessment System

Self Assessment System, yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya,

meliputi:

(@) mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP);

(b) menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang
terutang setiap bulan dan setiap tahun;

(c) menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos;

(d) melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Withholding Tax System

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu orang pribadi

maupun badan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan yang

dibayarkan.

3) Official Tax System
Pemungutan pajak yang dilakukan dengan penetapan fiskus dimana fiskus aktif
mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP dan juga menetapkan jumlah pajak
yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

N
~

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas suatu daerah (pajak
dderah) merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985. Pada mulanya PBB merupakan bagian dari pajak pusat namun
kemudian menjadi pajak daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 77 dan 84. PBB dalam
kéta Pontianak diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020.

Keépatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah suatu sikap yang taat pada aturan. Menurut Sahri Muharam (2018: 8)
wWajib pajak yang menjalankan kewajibannya secara tidak langsung akan mempengaruhi
kelancaran penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhannya akan perpajakan. Kepatuhan
meérupakan bentuk sikap positif seseorang terhadap peraturan perpajakan dan hukum
negara.

Kesadaran Wajib Pajak

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila ada dorongan didalam
dirinya. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika pemerintah dapat melaksanakan
fngsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul penilaian positif yang diikuti dengan
kepatuhan membayar pajak (Soedjatmiko & Sri Mulyani, 2018: 417) Kesadaran
perpajakan dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fungsi dan
manfaat pajak.
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Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan yang didapatkan mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang yang
kémudian turut mempengaruhi pola pikirnya dalam menentukan keputusan akan
penghasilan yang diperoleh. Pemerintah harus dapat mempertimbangkan pemungutan
pajak karena penghasilan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kaalitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan diharapkan tidak hanya memberikan kepuasan
- bagi wajib pajak semata tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
(Qktarini Khamilah Siregar & Soni Anggraini Rahayu, 2018: 25). Memperhatikan
= keterlibatan langsung masyarakat, bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan
= melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien merupakan hal-hal pokok dalam
~suatu pelayanan yang dapat dikatakan berkualitas (Rusli Amrul et al., 2020: 76).

Ibun

Sasialisasi

Menurut Puput Novitasari & Firdaus Hamta (2017: 9), sosialisasi adalah suatu
langkah nyata yang harus dilakukan kepada individu sedari dini untuk membentuk
kebiasaan yang mengandung unsur nilai dan kemudian akan mempengaruhi generasi
selanjutnya agar nilai yang terkandung dalam kebiasaan itu dapat terlestari.

buepun-buepun

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, proses perhitungan, pengolahan dan penganalisisan terhadap data
enelitian dilakukan oleh penulis dengan menggunakan program SPSS (Statistical product

and Setvice Solution) 25. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang didapatkan dari

ch
)

asil pengisian kuesioner oleh responden, dalam hal ini wajib pajak PBB-P2 Kota Pontianak

oyang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

W up
=

:Jaguwins uexingaAu

Teknik Analisis Data
a Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah keseluruhan rangkaian
pertanyaan sudah layak (valid) sehingga dapat mendefinisikan variabel yang diteliti
(Ghozali, 2018: 51). Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan nilai dari butir
pernyataan dengan total nilai variabel.
b Uji reliabilitas
Menurut Ghozali (2018: 45-46), uji reliabilitas ditujukan agar dapat mengukur
keseluruhan rangkaian pernyataan dalam kuesioner sebagai indikator dari variabel.
Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan
dapat konsisten dari waktu ke waktu.
c=» Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif statistik berfungsi untuk memberikan deskripsi atau
gambaran atas data yang dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (mean),
varians, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, sum, range, kurtosis dan
skewness (Ghozali, 2018: 19).
d.. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
terdapat variabel pengganggu atau residual yang terdistribusi normal (Ghozali,

7
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2)

* 3

2018: 161). Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila nilai residual
terdisribusi normal. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-
parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) yaitu dengan membuat hipotesis:
Ho: data residual berdistribusi normal
Ha: data residual berdistibusi tidak normal.
Nilai signifikasi 0,05 maka:
(@) Jika sig > 0,05 maka data berditribusi normal
(b) Jika sig < 0,05 maka data tidak berdistibusi normal.
Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2018: 137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
melihat apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lainnya. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila
homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser dan dasar
pengambilan keputusannya yaitu:
(@) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
(b) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2018: 111), uji autokorelasi dilakukan untuk melihat
apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode pengambilan data dengan kesalahan pengganggu periode tahun
sebelumnya. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi.
Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson
(DW-Test). Uji DW dilakukan dengan membandingkan nilai DW hitung (d)
dengan nilai DW tabel, yaitu batas atas (du) dan atas bawah (dL).
Kriteria pengujiannya yaitu:
(@) Jika 0 < d < dL, maka autokorelasi positif
(b) Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi ada atau
tidak
(c) Jika d-dL <d < 4, maka autokorelasi negatif
(d) Jika 4-du < d < 4-dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau
tidak
(e) Jikadu < 4 < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.
Uji multikolonearitas
Menurut Ghozali (2018: 107), uji multikolonea; ritas bertujuan untuk
melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi atau interkorelasi antar
variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak
terjadi interkorelasi antar variabel independen atau tidak terdapat gejala
multikolonearitas. Multikolonieritas dilihat berdasarkan nilai VIF (Variance
Inflation Factor) yaitu:
(@) Jika nilai Tolerance > 0,10 atau jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi
gejala multikolonearitas
(b) Jika nilai Tolerance < 0,10 atau jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala
multikolonearitas.
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e. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat
keterkaitan atau pengaruh antara variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak,
— Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi) terhadap variabel
= dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Tabel 4. 10

= Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients?
Unstandardized | Standardized
Model Coefficients Coefficients i Sig.
- B Esrtt%r Beta
(Constant) 4613| 1576 2,927 | 0,004
ga‘jzal‘(d?g)‘ Wajib | 5004 0,081 0272 | 2510| 0,014
511 Ezj.r‘agkh?f’gz';"” Wajib | 6579 | 0126 0213 | 2,949 | 0,004
S g;ggtafan (x) | 0004| 0083 -0,005 | -0,043 | 0,966
~| | sosialisasi (Xa) 0292 0,091 0,433 | 3,228 | 0,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak ()

Sumber: Data Primer diolah (2021).

f.  Uji Hipotesis
1) Koefisien Determinasi (R?)
Menurut Ghozali (2018: 97), uji koefisien determinasi dilakukan untuk
melihat sejauh mana besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel
s dependen.
=+ 2) UjiF
2 Menurut Ghozali (2018: 98), uji F digunakan untuk mengetahui hubungan
. antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
= 3) Ujit
’ Menurut Ghozali (2018: 98-99), uji t digunakan untuk mengetahui
hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial.
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ujivaliditas
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas
Variabel Indikator Component | Keterangan
Kesadaran 1 0,810 Valid
Kesadaran 2 0,719 Valid
Kesadaran 3 0,878 Valid
Kesadaran
Wajib Pajak | Kesadaran 4 0,864 Valid
Kesadaran 5 0,856 Valid
Kesadaran 6 0,876 Valid
Kesadaran 7 0,794 Valid
Penghasilan Wajib Pajak 1 0,759 Valid
Penghasilan ) " ) .
Wajib Pajak Penghasilan Wajib Pajak 2 0,904 Valid
Penghasilan Wajib Pajak 3 0,881 Valid
Kualitas Pelayanan 1 0,819 Valid
Kualitas Pelayanan 2 0,907 Valid
Kualitas Pelayanan 3 0,943 Valid
Kualitas Kualitas Pelayanan 4 0,865 Valid
Pelayanan Kualitas Pelayanan 5 0,907 Valid
Kualitas Pelayanan 6 0,861 Valid
Kualitas Pelayanan 7 0,889 Valid
Kualitas Pelayanan 8 0,925 Valid
Sosialisasi 1 0,883 Valid
Sosialisasi 2 0,720 Valid
Sosialisasi 3 0,700 Valid
Sosialisasi 4 0,907 Valid
Sosialisasi Sosialisasi 5 0,865 Valid
Sosialisasi 6 0,870 Valid
Sosialisasi 7 0,889 Valid
Sosialisasi 8 0,869 Valid
Sosialisasi 9 0,831 Valid
Kepatuhan 1 0,855 Valid
Kepatuhan 2 0,856 Valid
Kepatuhan Kepatuhan 3 0,884 Valid
Wajib Pajak | Kepatuhan 4 0,872 Valid
Kepatuhan 5 0,846 Valid
Kepatuhan 6 0,820 Valid

Sumber: Data primer diolah (2021).
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai r hitung seluruh indikator pernyataan lebih
besar dari r tabel yaitu 0,3061. Dapat disimpulkan bahwa dari sampel sebanyak 30 responden
yang digunakan dalam mengukur indikator pernyataan ini adalah valid.

—_ -

2. Ujp Reliabilitas

na-

eJe

3 _ oz Tabel 4.2

g = Hasil Uji Reliabilitas

§ 0_5 Variabel Cronbach’s Kriteria Keterangan
g = Alpha

v = Kesadaran :

> e Wajib Pajak 0,922 0,7 Reliable
<5 ° Penghasilan i

8 5 Wajib Pajak 0,806 0,7 Reliable
s L Kualitas 0,961 07 Reliable
= 3 Pelayanan

% @ 5 | Sosialisasi 0,946 0,7 Reliable
% Kepatuhan i

. 3 Wajib Pajak 0,925 0,7 Reliable
3 % Sumber: Data primer diolah (2021).

2 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha dari

D,

—masing-masing variabel lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan
2dalam Ppenelitian ini adalah reliabel.

—

3. Karakteristik Responden
Tabel 4.1

Karakteristik Responden

:Jaquins ueyingaAuaw uep uejwn

Keterangan Kategori Jumlah | Persentase
Jumlah 100
responden
<20 tahun 3 3%
Umur 21— 30 tahun 54 54%
31 —40 tahun 24 24%
41 — 50 tahun 12 12%
50 < 7 7%
= Jumlah 100
responden
= Jenis Kelamin || akj-laki 48 48%
A Perempuan 52 52%

11
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Jumlah 100

responden

Wirausaha 18 18%
o a Karyawan 27 2704
2 Pekerjaan Swasta
é e PNS 7 7%
5 T Guru 10 10%
g o Dosen 3 3%
§ ; Lainnya 35 35%
g. é ﬂ:;n :)anhden 100
o 3 Kepemilikan p —
v 2 £ Tanah dan/atau | Milik Sendiri 63 63%
25 Bangunan | sewa 28 28%
c T DI 9 9%
9 § Sumber: Data primer Diolah (2021).
2@ Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam

spenelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan yaitu sebanyak 52 wajib pajak
=dengar persentase sebesar 52%, berdasarkan usia adalah 21-30 tahun dengan persentase
554%, Berdasarkan pekerjaan adalah lainnya dengan persentsae 37%, dan berdasarkan

ge

kepemilikan bangunan adalah milik sendiri dengan persentsae 63%.

winjuesuaul

4. Analisis Statistik Deskriptif
a.» Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak
Tabel 4. 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

3

% = Descriptive Statistics

% = N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation

2 Kesadaranl 100 1 5 3.82 1.149

% Kesadaran2 100 1 5 3.92 1.116

| Resadaran3 100 1 5| 396 1.100
Kesadaran4 100 1 5 3.96 1.171
Kesadaran5 100 1 5 3.96 974
Kesadaran6 100 1 5 3.90 1.106
Kesadaran7 100 1 5 4.01 1.068
Kesadaran (X1) 100 8 35 27.53 6.435

Sumber: Data primer diolah (2021).

= Berdasarkan hasil analisis, untuk variabel kesadaran menunjukkan bahwa nilai
minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata hitung (mean) adalah

12
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sebesar 27,53 dibagi 7 adalah 3,93 mendekati 4. Berarti, rata-rata sudah setuju bahwa
mereka sadar ada kewajiban PBB-P2 yang harus mereka laksanakan.

b~ Analisis Statistik Deskriptif VVariabel penghasilan Wajib Pajak
Tabel 4. 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penghasilan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

N Minimum [ Maximum | Mean | Std. Deviation
Penghasilanl 100 1 5 3.17 1.138
Penghasilan2 100 1 5 3.34 1.281
Penghasilan3 100 1 5 3.62 1.221
Penghasilan 100 3 15 10.13 2.777

Stimber: Data primer diolah (2021).

Dalam variabel penghasilan menunjukkan bahwa nilai maksimum adalah 1 dan
nifai maksimum adalah 5, nilai rata-rata hitung (mean) untuk penghasilan dibawah Rp
3.200.000,00 dan Rp 3.200.000,00 — Rp 5.000.000,00 sehingga rata-rata nya 3,17 dan
3,34 Dberarti mereka ada yang patuh membayar PBB-P2 dan ada yang tidak patuh
meémbayar PBB-P2. Untuk penghasilan Rp 5.000.000,00 nilai rata-rata hitung (mean)
nya adalah 3,62 mendekati 4 berarti Sebagian besar mereka hampir patuh dalam
membayar PBB-P2.

c.c» Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan
Descriptive Statistics

N | Minimum [ Maximum | Mean | Std. Deviation
Kualitas_Pelayananl | 100 1 5| 394 1.062
Kualitas_Pelayanan2 | 100 1 5| 3.90 1.010
Kualitas_Pelayanan3 | 100 1 5| 3.93 1.066
Kualitas_Pelayanan4 | 100 1 5| 394 1.153
Kualitas_Pelayanan5 | 100 1 5| 4.00 1.146
Kualitas_Pelayanan6 | 100 1 5| 3.97 1.010
Kualitas_Pelayanan7 | 100 1 5| 4.02 .964
Kualitas_Pelayanan8 | 100 1 5| 4.09 944
Kualitas_Pelayanan | 100 11 40| 31.79 7.023

Sumber: Data primer dilolah (20219).

13
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Statistik deskriptif untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa nilai
minimum adalah 1 dan total nilai maksimum adalah 5, nilai rata-rata hitung (mean)
adalah 31,79 dibagi 8 adalah 3,97 mendekati 4 berarti rata-rata sudah setuju bahwa
kualitas pelayanan yang meliupti kemampuan, kesediaan, pengetahuan dan kesopanan,
perhatian pegawai pajak serta fasilitas fisik dan peralatan kantor mempengaruhi
kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2.

d.” Analisis Statistik Deskriptif VVariabel Sosialisasi
Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif VVariabel Sosialisai

Descriptive Statistics
N | Minimum [ Maximum | Mean | Std. Deviation
Sosialisasil | 100 2 5| 4.02 .964
Sosialisasi2 | 100 1 5 4.00 .985
Sosialisasi3 | 100 1 5 4.03 1.010
Sosialisasi4 | 100 1 5[ 3.90 1.049
Sosialisasi5 | 100 1 5 3.97 1.039
Sosialisasi6 | 100 1 5 3.98 .899
Sosialisasi7 | 100 1 5[ 4.01 937
Sosialisasi8 | 100 1 5 397 .958
Sosialisasi9 | 100 1 5 4.05 .968
Sosialisasi | 100 13 45| 35.93 7.171

Sumber: Data primer diolah (2021).

Statistik deskriptif untuk variabel sosialisasi menunjukkan bahwa nilai
minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5,nilai rata-rata hitungnya (mean)
adalah 35,93 dibagi 9 adalah 3,99 mendekati 4 berarti rata-rata sudah setuju bahwa
waktu, media, bentuk, informasi dan tujuan sosialisasi yang diberikan
mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 4. 6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation
Kepatuhanl | 100 1 5 412 946
Kepatuhan2 | 100 2 5| 4.04 875
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Kepatuhan3 | 100 1 5| 4.05 957
Kepatuhan4 | 100 1 5| 4.16 940
= | Kepatuhan5 | 100 1 5| 4.03 1.049
‘ Kepatuhan6 | 100 1 5 3.99 1.078
® | Kepatuhan | 100 11 30 | 24.39 4.834

buepun-buepun 16unpuniq exdiy yey

UT asumsi Klasik

Sumber: Data primer diolah (2021).
‘ Untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai minimumnya
— adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5, nilai rata-rata hitung (mean) adalah
4 24,39 dibagi 6 adalah 4,06 berarti rata-rata sudah setuju bahwa mereka sudah patuh
dalam pelaporan perubahan data PBB-P2 dan membayar PBB-P2 tepat waktu.

C5

5 Tabel 4.7

< s Hasil Uji Asumsi Klasik

q S Variabel

3 = Uji Pengukuran | Xi X2 X3 X4 Kesimpulan
-

b Nermalitas Assymp. Sig. 0,064 Nilai residual

3 | (2-tailed) berdistribusi

q | normal

= Heteroskedastisitas | Sig 0,803 | 0,154 | 0,449 | 0,381 | Tidak terdapat

3 = gejala

e heteroskedastisitas
& Autokorelasi Durbin- 2,183 Tidak terdapat

; Watson gejala

E 5 autokorelasi

q A positif maupun

F o negatif

“ Multikolonearitas | Tolerance 0,323 | 0,726 | 0,262 | 0,211 | Tidak terdapat

g VIF 3,092 | 1,377 | 3,821 | 4,742 | gejala

of multikolonearitas

ﬁSumber Data primer diolah (2021).

a.

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat variabel
pengganggu dalam suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan non-
parametik Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikasi 0,05 dan hipotesisnya
yaitu:

== Ho: data residual berdistribusi normal.
Ha: data residual berdistibusi tidak normal.
Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai sig 0,064 > 0,05 sehingga dapat
=. disimpulkan bahwa nilai residual berdistibusi normal maka Ho diterima dan Ha
ditolak dan pengujian dapat dilanjutkan.
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Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Pengujian dilakukan dengan uji glejser.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk variabel
kesadaran adalah 0,803, variabel penghasilan adalah 0,154, variabel kualitas
pelayanan adalah 0,449 dan variabel sosialisasi adalah 0,381 memiliki nilai diatas
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai DW yang dihasilkan adalah 2,183,
N = 100 dan jika dilihat dalam tabel Durbin Watson (k = 4), nilai dL adalah 1,5922
dan nilai du adalah 1,7582. Hasil dari 4-du (4-1,7582) adalah 2,2418. Berdasarkan
kriteria pengujiannya, du < d < 4-du hasilnya adalah 1,7582 < 2,183 < 2,2418
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun
negatif.

Uji Multikolonearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi atau
interkorelasi antar variabel independen dan melihat apakah terdapat gejala
multikolonearitas atau tidak. Ada tidaknya multikolonearitas dapat dilihat dari nilai
Tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF
kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu model regresi tidak
terdapat gejala multikolonearitas.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk variabel yaitu
kesadaran sebesar 0,323, variabel penghasilan sebesar 0,726, variabel kualitas
pelayanan sebesar 0,262 dan variabel sosialisasi sebesar 0,211. Sedangkan nilai VIF
untuk variabel kesadaran adalah 3,092, variabel penghasilan adalah 1,377, variabel
kualitas pelayanan adalah 3,821 dan variabel sosialisasi adalah 4,742. Masing-
masing nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF variabel kurang dari 10 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonearitas.

6. Awgalisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients?
Unstandardized | Standardized
Model Coefficients Coefficients i Sig.
B Std. Beta
Error
(Constant) 4,613 1,576 2,927 | 0,004
Kesadaran Wajib
Pajak (X2) 0,204 0,081 0,272 | 2,510 | 0,014
Penghasilan Wajib | 371 | 126 0213 | 2,949 | 0,004
Pajak (X>)
&"’;“t""s Pelayanan | 504 | 0,083 -0,005 | -0.043 | 0,966
Sosialisasi (Xa) 0,292 0,091 0,433 | 3,228 0,002
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a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak ()
Sumber: Data Primer diolah (2021).

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

= o BaXs + BaXo + B3Xs + PaXs

=4.613 + (0,204) X1 + (0,371) Xz + (-0,004) X3 + (0,292) X4

§ Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta 4,613 yang artinya tidak
erdapat perubahan variabel kesadaran wajib pajak (X1), penghasilan wajib pajak (X2),
kualitas pelayanan (Xs) dan sosialisasi (X4) dengan asumsi nilai variabel independen adalah
,naka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (YY) adalah sebesar 4,613 satuan.
5 Nifai koefisien regresi untuk variabel kesadaran adalah 0,204 menunjukkan bahwa jika
:‘vélabel kesadaran wajib pajak (X1) meningkat sebanyak 1% (asumsi nilai maka variabel
;Xé Xz;: X4 dan konstanta adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
vakan meningkat sebanyak 0,204. Artinya, kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak

Ebékontibusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

5 & Nilai koefisien regresi untuk variabel penghasilan wajib pajak (Xz) adalah 0,371
§m§nunjukkan bahwa jika variabel penghasilan wajib pajak meningkat sebanyak 1% (asumsi
onifai maka variabel Xy, X3, X4 dan konstanta adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak dalam
embayar PBB-P2 akan meningkat sebanyak 0,371. Artinya, penghasilan yang dimiliki

oleh wajib pajak berkontibusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-

uglena |

Y

mﬁeg}as dnnbusw b

eye

AJ

%71

ul sl

N

NHai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan (X3) adalah -0,004
menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X3) tidak mampu untuk menjelaskan
arians dari variabel dependen.

NHai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi (X4) adalah 0,292 menunjukkan bahwa
jika variabel sosialisasi meningkat sebanyak 1% (asumsi nilai maka variabel kesadaran wajib
7pajak (X1), penghasilan wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3) dan konstanta adalah 0)
—maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat sebanyak 0,292.
SArtinya, sosialisasi yang diberikan berkontibusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak

~dalam_membayar PBB-P2.

@Lu edue_b\

Ulnjued

2 Tabel 4. 9
QC% = Hasil Uji Hipotesis
9 Variabel
g Pengukuran X1 X2 X3 Xa
: *Uji Kesimpulan
Koefisien Adjusted R 0,624 Variabel
Detetininasi (R?) | Square independen mampu
menjelaskan
variabel dependen.
F Nilai F hitung 42,009 Berpengaruh
Sig 0,000 secara simultan
t Nilai t hitung | 2,510 | 2,949 | -0,043 | 3,228 | Variabel X1, X2, X4
Sig 0,014 | 0,004 | 0,966 | 0,002 | berpengaruh secara
== parsial terhadap
Kepatuhan (Y).
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Sumber: Data primer diolah (2021).
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Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh
yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil tabel, nilai Adjusted R Square adalah 0,624. e = 100% - R?
= 100% - 62,4% = 37,6% maka kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen adalah 62,4% sedangkan sisanya yaitu 37,6%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara
simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikasi yang
digunakan adalah 0,05.

Ho: B1= P2= B3 = P4 = 0, maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ha: B1# B2 # B3 # P4 = 0, maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setelah dilakukan pengujian pada tabel, maka dilakukan perbandingan nilai F
hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikasi 0,05. Jika F hitung > F tabel maka
model yang digunakan sudah tepat (berpengaruh secara simultan). F tabel = F (k;
n-k) = (4; 100-4) = (2; 96) = 3,09 sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai F hitung
adalah 42,009 > 3,09 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga
variabel kesadaran wajib pajak (X1), penghasilan wajib pajak (X2). Kualitas pelayan
(X3) dan sosialisasi (Xs) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Ujit

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel
independen (X) terhadap variabel dependen () secara parsial.

Berdasarkan tabel maka dilakukan perbandingan nilai t hitung dengan nilai t
tabel diatas, dapat dilihat disimpulkan bahwa:

Ho = 0, maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak.

H: > 0, maka terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Nilai signifikasi variabel kesadaran wajib pajak (Xi) yaitu 0,007 < 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak
(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2. Nilai t tabel = a/2; n-k-1 =t (0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) =
1,98525. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,510 > 1,98525 maka
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H; diterima sehingga kesadaran wajib
pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2.

Ho = 0, maka tidak terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak.

H2 > 0, maka terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak.
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Nilai signifikasi variabel penghasilan wajib pajak (X2) adalah 0,002 < 0,05
maka secara parsial variabel penghasilan wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel
= a/2; n-k-1 =t (0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) =1,98525. Nilai t hitung lebih besar
dari nilai t tabel yaitu 2,949 > 1,98525. maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak
dan H. diterima sehingga penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
Ho = 0, maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Hs > 0, maka terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikasi variabel kualitas pelayanan (X3) adalah 0,483 > 0,05 maka
secara parsial variabel kualitas pelayanan (Xs) tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = a/2; n-k-
1 =1(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) =1,98525. Nilai t hitung lebih besar dari nilai
t tabel yaitu -0,043 < 1,98525 maka dapat disimpulkan bahwa Hs ditolak sehingga
kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan secara terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Ho = 0, maka tidak terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4 > 0, maka terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikasi variabel sosialisasi (X4) adalah 0,001 < 0,05 maka secara
parsial variabel sosialisasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = o/2; n-k-1 =t
(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) = 1,98525. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel
yaitu 3,228 > 1,98525 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Hs diterima
sehingga sosialisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikasi sebesar 0,007
<0,05 yang berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor kepatuhan
wajib pajak dalam membayar PBB-P2, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh
Wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar PBB-P2.
Berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Berdasarkan teori slippery slope menyatakan bahwa
kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri
manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisak, Abidah
Dwi Rahmi Satiti (2018), Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani (2020), Adinda
Dessy, Yulliastuti Rahayu (2019) dan Siti Salmah (2018) yang menyatakan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pagak. Namun, pernyataan ini tidak sejalan Alfira Widya Pangestika & Jaka Darmawan
(2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
képatuhan wajib pajak.
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Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa penghasilan
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikasi sebesar 0,002
<D,05 yang berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan. Berarti Ho
ditolak dan H> diterima. Berdasarkan teori slippery slope menyatakan bahwa
penghasilan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri
manusia.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimilki oleh wajib
pagak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan yang dimiliki dalam membayar PBB-
P2;

Penelitisan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nur’ain
Padungge, Yusran Zainuddin (2020) dan Puji Larasati Ningtias et al. (2020) yang
menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dessy, Yulliastuti Rahayu (2019) yang
menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikasi sebesar
0,483 < 0,05 dan nilai t sebesar -0,043 yang memiliki arah negatif. Berarti Ho diterima
dan Hsditolak. Berdasarkan teori slippery slope menyatakan bahwa kualitas pelayanan
merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pegawai pajak sudah dirasa optimal dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah tidak menjamin wajib pajak akan patuh dalam membayar PBB-
P2. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak semata
ditakukan dengan pemberian pelayanan yang baik namun juga dapat dilakukan dengan
hal-hal lain yang menjadi faktor pendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Ramadhanti,
Stharno, Bambang Widarno (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak
begpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun,
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Anggraeni
Kasuma Dewi (2020), Choirun Nisak, Abidah Dwi Rahmi Satiti (2018) dan Puji
Ldrasati Ningtias et al. (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2
dpKota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa sosialisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikasi sebesar 0,001 < 0,05 yang
berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan. Berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Berdasarkan teori slippery slope menyatakan bahwa sosialisasi merupakan
salah satu faktor yang berasal dari luar manusia.
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Hal ini menunjukkan bahwa semakin gencar dan konstan sosialisasi yang dilakukan
olen pemerintah daerah maka akan semakin pula kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Anggraeni
Kéisuma Dewi (2020), Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani (2020), Puiji
Larasati Ningtias et al. (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun,

- penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Ramadhanti,
2 Sgharno, Bambang Widarno (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak
< berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

puniqg exd

KESIMPULAN DAN SARAN

Ibun

.— Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari variabel kesadaran wajib
pajak, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan
wdjib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak, maka kesimpulan yang
diglapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut:
a.5 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
c.” Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
d.” Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

buepun-buepu

o

Saran
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang diberikan oleh

penulis adalah sebagai berikut:

a... Untuk variabel kualitas pelayanan penulis menggunakan dimensi dan indikator dari
penelitian sebelumnya. Peneliti tidak menggunakan standar kualitas pelayanan
yang ada di kota Pontianak, karena peneliti sudah berusaha memperoleh namun
belum berhasil. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan
kualitas pelayanan yang ada di pemerintahan daerah setempat.

b= Untuk variabel sosialisasi akan lebih baik jika dimensi dan indikatornya adalah
yang benar-benar dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Dalam
penelitian ini, data tersebut belum tersedia sehingga menggunakan penelitian
terdahulu dan peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian atas variabel
sosialisasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar dapat semakin
menggencarkan sosialisasinya di seluruh Kota Pontianak sehingga kepatuhan PBB-
P2 di kota Pontianak dapat semakin meningkat.

c.* Untuk variabel penghasilan wajib pajak, dalam pengisian kuesioner sebaiknya
peneliti selanjutnya dapat memberikan keterangan sebelum pernyataan agar hanya
memilih salah satu pernyataan saja.

&\ Hasil R? menunjukkan hasil 62,4% berarti ada variabel lain (misalnya variabel
pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, penyampain
SPPT, motivasi, moralitas, perangkat desa dll) yang mempengaruhi kepatuhan
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membayar PBB-P2 di Kota Pontianak. Ini menjadi peluang baru bagi peneliti
berikutnya yang akan meneliti tentang kepatuhan membayar PBB-P2.
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